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 Salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan bank syariah adalah membantu 
masyarakat untuk mengalihkan transaksi yang sebelumnya nasabah tersebut masih 
memiliki fasilitas pinjaman di Bank nonsyariah yang telah berjalan, dan ingin 
mengalihkan pinjaman tersebut menjadi transaksi yang sesuai dengan prinsip 
Syariah yang disebut Takeover. Beberapa bank syariah yang bersaing 
menawarkan take over kredit pemilikan rumah, pada penetapan akad yang di 
gunakan di dalamnya terdapat perbedaan penggunaan akad, dimana masing-
masing bank syariah mempunyai maksud dan tujuan pada pemilihan akad yang 
menurutnya lebih cocok dan menguntungkan bagi Bank dan nasabahnya. 
 penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui apa yang menjadi alasan bank 
Syariah Mandiri dan Bank Muamalat menggunakan akad yang berbeda pada 
pelaksanaan takeovernya serta ingin mengetahuan mekanisme pelaksanaan 
takeover pada kedua bank tersebut dan perbandingan pada proses takeovernya. 
Jenis penelitian ini adalah Pustaka dimana Metode penelitian yang 
digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian pustaka yang sumber-sumber 
datanya berasal dari berbagai jurnal dan literatur lainnya yang relevan. penelitian 
ini dilakukan pada Bank muamalat dan Bank Syariah mandiri dimana data yang 
dikumpulkan berasal dari penelitian terdahulu atau jurnal terkait judul ini. 
Hasil studi menunjukkan perbedaan akad yang digunakan Bank Muamalat 
yaittu karena Pada Bank muamalat menggunakan akad musyarakah munaqasiah 
yang dimana pada implementasi meganggap belum ada yang diperjual belikan 
antara nasabah dan bank sedangkan pada Bank Mandiri Syariah Bank Mandiri 
Syariah lebih menggunakan akad murabahaah Karena menganggap bahwa antara 
bank dan nasabah,  jual beli yang dilakukan sudah sesuai dengan prinsip syariah 
yang telah dijelaskan dam Fatwa DSN MUI tentang pengalihan hutang. Namun 
dalam penelitian ini ditemukan akad yang lebih sesuai digunakan pada takeover 
pengalihan hutang Kpr adalah Akad musyarakah Mutanaqisah. Studi ini juga 
menemukan adanya beberapa perbedaan pada pelaksanaan takeover tiap  Bank 
Syariah. 
 







A. Latar Belakang 
Jenis kebutuhan manusia terdiri dari tiga macam yaitu sandang, pangan, 
dan papan. Sandang yaitu kebutuhan akan pakaian, pangan merupakan kebutuhan 
akan makanan, dan papan merupakan kebutuhan seperti tempat tinggal atau 
rumah. Selain dari tempat berlindung, rumah juga  menjadi tempat berkumpulnya 
keluarga. Bagi masyarakat yang memiliki kelebihan dalam materi, membeli 
sebuah rumah secara tunai bukanlah sebuah masalah. Namun, bagi masyarakat 
yang mempunyai keterbatasan seperti hal keuangan, membeli rumah secara tunai 
menjadi sebuah kendala. Sehingga banyak masyarakat yang memilih membeli 
rumah secara kredit. Hal ini disebabkan pembayaran secara kredit dirasah lebih 
ringan dibandingkan dengan pembayarna secara tunai. Karena banyaknya 
kebutuhan masyarakat terhadap kredite hunian sehingga membuat Bank 
mengeluarkan produk-produk pembiayaan, seperti Kredit Pemilikan Rumah 
(KPR) (Rosyida, 2017).  
Hadirnya perbankan syariah di Indonesia merupakan bukti bahwa Islam 
telah memberikan petunjuk bagi manusia dalam melakukan berbagai aktivitas 
yang terkait dengan ekonomi. sebagai bank syariah juga mampu mengeluarkan 
segmentasi di sector pembiayaan property dengan menerbitkan produk kpr yang 
sesuai dengan prinsip syariah. Pembiayaan kpr ini merupakan salahsatu fasilitas 
yang disediakan oleh bank syariah, baik berupa rumah,ruko, apartment dan 





Segala bentuk dari kegiatan transakasi dalam perbankan syariah 
berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan 
dalam penetapan fatwa dibidang syariah yang di Indonesia yang disebut Dewan 
Syariah Nasional (DSN) yakni, dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama 
Indonesia (MUI) dengan tugas dan wewenang antara lain, mengeluarkan fatwa 
atas jenis-jenis kegiatan keuangan serta produk-produk dan jasa keuangan syariah 
(Damira dkk, 2019).  Kesempatan inilah yang bisa dimanfaatkan oleh banyak 
Lembaga pembiayaan dan juga/ perbankan guna memasarkan berbagai produk 
konsuntif yang sudah banyak dikenal kredit KPR. KPR sendiri merupakan kredit 
yang digunakan untuk membeli rumah atau bisa untuk kebutuhan konsumtif 
lainnya dengan agungan atau jaminan berupa rumah itu sendiri (Zahro,2018). 
Salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan bank syariah adalah membantu 
masyarakat untuk mengalihkan transaksi yang sebelumnya nasabah tersebut masih 
memiliki fasilitas pinjaman di Bank nonsyariah yang telah berjalan, dan ingin 
mengalihkan pinjaman tersebut menjadi transaksi yang sesuai dengan prinsip 
syariah. Transaksi pemindahan pembiayaan dari bank konvensional ke Bank 
Syariah diatur dalam fatwa No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang pengalihan hutang. 
Dalam fatwa ini dijelaskan ada empat alternatif akad yang dapat digunakan yaitu:  
1. Menggunakan akad al-Qardh, al-Bai‟ wa al-Murabahah;  
2. Menggunakan akad al-Syirkah al-Milk wa al-Murabahah;  
3. Menggunakan akad al-Qardh wa al-Ijarah;  
4. Menggunakan akad al-Qardh, al-Bai‟, wa al-Ijarah Muntahiya Bi al l- 





Beberapa bank syariah yang bersaing menawarkan take over kredit 
pemilikan rumah, pada penetapan akad yang di gunakan di dalamnya terdapat 
perbedaan penggunaan akad, dimana masing-masing bank syariah mempunyai 
maksud dan tujuan pada pemilihan akad yang menurutnya lebih cocok dan 
menguntungkan bagi Bank dan nasabahnya. Dalam memasarkan produknya 
masing-masing lembaga perbankan mempunyai strategi yang berbeda untuk 
mendapatkan nasabah baru atau untuk lebih memberikan pelayanan terbaik 
kepada nasabahnya masing-masing. 
Sejalan yang dikemukakan oleh (Juwita, 2016) bahwa pembiayaan    
menggunakan proses take over ini dianggap  sebagai alternative persaingan antar 
bank dalam menarik minat masyarakat. Terlebih setelah berkembangnya 
Perbankan Syariah. Perbankan Syariah menawarkan keunggulan  tertentu kepada 
masyarakat terutama dalam sisi idealisme kesyariahan, sehingga penawaran 
pembiayaan take over oleh Perbankan Syariah ditawarkan kepada nasabah-
nasabah yang sudah memiliki fasilitas kredit di bank-bank konvensional. Hal ini 
dilakukan dalam rangka memperbesar market share Perbankan Syariah sesuai 
target yang diterapkan Bank Indonesia untuk Perbankan Syariah  untuk mencapai 
market share sebesar 5%. 
Dalam prosesnya, take over pada bank ini memberikan kemudahan pada 
nasabah dalam proses pembayaran dikarenakan pemindahan pembayaran atau 
take over memungkinkan nasabah untuk memilah dan memilih bank yang dimana 
keunggulan yang ditawarkan oleh lembaga perbankan yang bersangkutan 





Dalam pembiayaan berdasarkan take over ini, Bank Syariah 
mengklasifikasikan hutang bank konvensional menjadi dua macarn, yaitu hutang 
pokok plus bunga dan hutang pokok saja. Dalam menangani hutang pokok plus 
bunga, bank Syariah memberikan jasa qard yakni berupa pinjaman dana kepada 
nasabah untuk dapat melunasi hutangnya di Bank konvensional. Sedangkan untuk 
hutang pokok saja, bank Syariah memberikan jasa hiwalah yaitu berupa peralihan 
hutang piutang, karena hiwalah tidak bisa menalangi hutang yang berbasis bunga 
(Mardiah, 2016). 
Adapun Bank syariah yang menawarkan pembiayaan take over kredit 
pemilikan rumah seperti Bank Muamalat dan Bank mandiri Syariah. Pada 
aplikasinya, take over  pembiayaan kredit kepemilikan rumah  di Bank Muamalat 
menggunakan alternative akad Musyarakah Mutanaqasih, sedangkan pada Bank 
mand/iri syariah Dalam proses take over pembiayaan kredit kepemilikan rumah 
lebih memilih menggunakan akad qard dan Murabahah pada proses 
pelaksanaannya. adanya perbedaan dari segi akad yang di gunakan pada kedua 
bank syariah tersebut merupakan strategi yang dilakukan untuk memberikan 
pelayanan terbaik kepada nasabahnya. Dari kedua Bank syariah tersebut terdapat 
perbedaan mekanisme didalamnya serta perbedaan pada akad yang digunakan, 
sehingga penulis ingin mengetahui alasan masing-masing pada Bank tersebut 
mengenai perbedaan akad yang digunakan pada take over pembiyaan KPR. maka 
dari itu berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, sehingga penulis tertarik 





TAKE OVER PEMBIAYAAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH PADA 
BEBERAPA BANK SYARIAH‖.  
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan peneliti, 
maka permasalahan dalam penelitian ini di rumuskan sebagai berikut: 
Bagaimana perbandingan mekanisme pelaksanaan take over pada pembiayaan 
KPR di Bank Muamalat dan Bank Mandiri Syariah? 
C. Tujuan Penelitian 
Untuk mengetahui perbandingan mekanisme pelaksanaan take over pada 
pembiayaan KPR di Bank Muamalat dan Bank Mandiri Syariah. 
D. Fokus Penelitian 
Fokus penelitian adalah penjelasan mengenai dimensi-dimensi yang 
menjadi pusat perhatian dalam suatu penelitian. Melihat ruang lingkup 
permasalahan, maka dari itu penulis membatasi masalah dan hanya berfokus pada 
pelaksanaan take over pada pembiayaan KPR pada beberapa bank syariah tersebut 
dan ingin mengetahui kesamaan dan perbedaan pada tiap mekanismenya 
E. Manfaat Penelitian 
a.  Manfaat teoritis  
Harapan mengenai hasil penelitian ini dapat diwujudkan sebagai kajian dan 
penunjang bagi penelitian berikutnya sekaligus sebagai acuan dalam referensi 
diharapkan mampu menambah suatu wawasan serta pengetahuan untuk pembaca. 
Selain itu bagi perbankan agar dapat mengembangkan lagi perbankan syariah 





b.  Manfaat praktis 
Bagi akademis, Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta 
khazanah ilmu pengetahuan khususnya jurusan perbankan syariah, serta Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis islam Uin Alauddin Makassar. Selain itu di harapkan dapat 
menjadi tempat penyajian informasi mengenai produk-produk yang di miliki oleh 
perbankan syariah. Selain itu diharapkan dapat menyajikan berbagai informasi 
bagi calon nasabah dalam memilih suatu produk perbankan yang sesuai dengan 
minat dan kebutuhannya. 
E. Penelitian Terdahulu 
Tabel 1 Penelitian Terdahulu 
NO.    NAMA   JUDUL  METODE HASIL 

















 Bank Muamalat 
memberikan pilihan 
dua akad yaitu akad 




terlebih dahulu rumah  
yang nasabah 




bulannya kepada bank 
sesuai dengan 
nominal yang telah 




kongsi dimana  
nasabah harus 
membayar kepada 





yang dimiliki oleh 
Bank.  
Rumah akan menjadi 
milik nasabah setelah 
porsi kepemilikan 
nasabah 100% dan  
bank 0% 





















penerapan take over 
akad qard tidak murni 
dilaksanakan dengan 
akad qard saja, akan 
tetapi terdapat akad 
lain yang 
menyertainya yaitu 
akad murabahah yang 
merupakan satu 
rangkaian akad. 






KPR iB  DENGAN 







Mekanisme take over 









dari nasabah maupun 
mengumpulkan 
persyaratan dokumen 
seperti fotocopy KTP 
















































































































akad yang digunakan 







Take Over memiliki 
pengaruh yang 
signifikan baik secara 





pelaksanaa Take Over 
di kedua Bank yaitu 
Bank BNI Syariah 
KC Mikro Parepare 




pada prosesnya yaitu, 
sebagai awal dari 
sistem pembiayaan  
take over, calon 
nasabah  pembiayaan  


















pembiayaan terlebih  
dahulu berkonsultasi 
dengan pihak Bank, 




pembiayaan take over 











A. Teori Pembiayaan 
1. Pengertian pembiayaan 
Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan, yaitu 
pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, 
baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, 
pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh 
lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah (Muhammad, 2002).  
Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 1998 mengenai 
peralihan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 terkait perbankan, 
pembiayaan bersumber dari prinsip shariah yaitu penyediaan uang ataupun 
tagihanyang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 
antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk 
mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan 
imbalan atau bagi hasil (Al.Arif, 2012) 
 Dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah 
yang dimaksud dengan pembiayaan adalah menyediakan dana dan tagihan yang 
disamakan dengan itu berupa: 
a. Transaksi bgi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah. 
b. Transaksi sewa-menyewa seperti ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah 
muntahiya bittamlik. 





d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh 
Transaksi Sewa - menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa  
Berdasarkan Keputusan atau kesepakatan diantara Bank Syariah dan/atau UUS 
dan pihak lainnya untuk mewajibkan pihak agar dibiayai dan/ atau diberikan 
fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu yang 
ditentukan  dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil. 
2.  Unsur-unsur Pembiayaan 
Unsur-unsur dalam pembiayaan antara lain: 
a. Bank Syariah adalah Lembaga keuangan yang menyalurkan pembiayaan pada 
pihak lain yang mmebutuhkan dana. 
b. Mitra usaha /partner adalah pihak yang memiliki  pembiayaan dari  bank 
syariah, berupa  pengguna dana yang disalurkan dari bank syariah 
c. Kepercayaan Bank syariah dalam memberikan kepercayaan pada pihak yang 
menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban dalam 
mengembalikan dana bank syariah sesuai dengan jangka waktu yang 
ditentukan  dan diperjanjikan. Bank syariah memberikan pembiayaan kepada 
mitra usaha yang berarti dengan bank syariah memberikan kepercayaan 
kepada pihak penerima pembiayaan, bahwa pihak yang menerima pembiayaan 
akan dapat memenuhi kewajiban tersebut. 
d.  Akad adalah bentuk perjanjian kontrak  atau kesepakatan yang dilakukan 





e. Risiko Setiap dana yang disalurkan /diinvestasikan oleh bank syariah akan 
mengandung risiko tidak kembalinya dana. Risiko pembiayaan merupakan 
risiko kemungkinan mendapatkan rugi yang bisa timbul karena dana yang 
disalurkan tidak bisa kembali. 
f. Jangka waktu adalah periode waktu yang dibutuhkan seorang nasabah untuk 
membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh bank syariah. 
Jangka waktu dapat bervariasi antara lain jangka pendek, jangka menengah, 
dan jangka panjang. Jangka pendek adalah jangka waktu pembayaran kembali 
pembiayaan hingga satu tahun. Jangka menengah merupakan jangka waktu 
yang diperlukan dalam melakukan pembayaran kembali antara satu hingga 
tiga tahun. Jangka panjang adalah jangka waktu pembayaran kembali 
pembiayaan yang lebih dari tiga tahun. 
g. Balas jasa Sebagai balas jasa atas dana yang disalurkan oleh bank syariah, 
maka nasabah membayar sejumlah tertentu sesuai dengan akad yang telah 
disepakati antara bank syariah dan nasabah (Ismail, 2011) 
3.   Tujuan Pembiayaan 
Tujuan memberikan pembiayaan, diantaranya: 
a. Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara    
ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses 
ekonomi. dengan demikian, dapat meningkatkan taraf ekonominya. 
b. Dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha 





aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak 
minus dana, sehingga dapat tergulirkan. 
c. Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang 
bagi masyarakat usaha agar mampu meningkatkan daya produksinya. Sebab 
upaya produksi tidak akan dapat jalan tanpa adanya dana. 
d. Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sector-sektor usaha 
melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan 
menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah atau membuka lapangan 
kerja baru.  
e. Terjadi distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu    
melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari 
hasil usahanya. Penghasilan merupakan bagian dari pendapatan masyarakat. 
Jika ini terjadi maka akan terdistribusi pendapatan (Rivai dan Arifin, 2010). 
 4. Dasar hukum pembiayaan 
  a.   Dalam surat an-nisa ayat 29 berbunyi:  
                                     
                             
    
 Terjemahnya : 
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu 
membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang 






b. Firman Allah dalam pembiayaan atau hutang dalam surat Al-Baqarah ayat 
280: 
                         
      
Terjemahnya : 
Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesulitan, Maka berilah 
tenggang waktu sampai Dia memperolehkelapangan. Dan jika kamu 
menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika 
kamu mengetahui (QS. Al Baqarah: 280). 
 
c. Dalam kaidah fikih di sebutkan bahwa: 
Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil 
yang mengharamkannya. 
 
5.  Jenis-jenis Pembiayaaan  
Adapun jenis-jenis pembiayaan dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek: 
A. Pembiayaan menurut sifat penggunannya, dapat dibagi menjadi dua hal 
berikut:   
1) Pembiayaan produktif, yaitu ditujukan untuk memenuhi kebutuhan 
produktif dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha 
produksi, perdagangan, maupun investasi.  
2) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk 
memenuhi kebutuhan konsumen, yang akan habis digunakan untuk 






b.   Pembiayaan menurut tujuan, dibedakan menjadi:  
1)  Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk 
mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha. 
2) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk   
melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif (Rivai dan Arifin, 
2010). 
4.   Jenis Pembiayaan Jenis pembiayaan di Bank Syariah sebagai berikut :  
 a. Pembiayaan Modal Kerja Syariah Konsep Dasar Modal Kerja 
1) Modal Kerja (working capital assets) Modal kerja adalah modal lancar 
yang dipergunakan untuk mendukung operasional perusahaan sehari 
hari sehingga perusahaa dapat beroperasi secara normal dan lancar. 
Beberapa penggunaan modal kerja antara lain adalah pembayaran 
persekot pembelian bahan baku, pembayaran upah buruh dan lain-lain.  
2) Modal Kerja Brutto (gross working capital) Modal kerja bruto (gross 
working capital) merupakan keseluruhan dari julah jumlah aktiva 
lancar (current assets). Pengertian modal kerja bruto didasarkan pada 
umlah atau kuantitas dana yang tertanam pada unsur-unsur aktiva 
lancar. Aaktiva lancar merupakan aktiva yang sekali berputar akan 
kembali dalam bentuk semula.  
3) Modal Kerja Netto (Net working capital) Modal kerja netto (Net 
working capital) merupakan kelebihan aktiva lancar atas hutang lancar. 





untuk kepentingan pembayaran hutang lancar dan tidak boleh 
dipergunakan untuk keperluan lain. 
 b. Pembiayaan Investasi Syariah Investasi adalah penanaman dana dengan 
maksud untuk memperoleh imbalan/manfaat/keuntungan di kemudian 
hari, mencakup hal-hal antara lain:  
1) Imbalan yang diharapkan dari investasi adalah berupa keuntungan 
dalam bentuk financial atau uang (financial benefit) 
2) Badan usaha umumnya bertujuan untuk memperoleh keuntungan 
beruapa uang, sedangkan badan sosial dan badan-badan pemerintah 
lainnnya lebih bertujuan untuk memberikan manfaat sosial (social 
benefit) dibandingkan dengan keuntungan finansialnya.  
3) Badan-badan usaha yang mendapatkan pembiayaan investasi dari 
Bank harus mampu memperoleh keuntungan financial (financial 
benefit) agar dapat hidup dan berkembang serta memenuhi 
kewajibannnya kepada Bank.  
Investasi dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) kategori yaitu: 
  1) Investasi pada masing-masing komponen aktiva lancar  
 2) nvestasi pada aktiva tetap atau proyek 
 3) Investasi dalam efek atau surat berharga (Securities) Investasi dalam 
aktiva lancar maupun investasi dalam aktiva tetap dilakukan dengan 
harapan bahwa perusahaan akan daat memperoleh kembali dana yang 





diterima kembali dalam waktu dekat dan secara sekaligus (paling lama 1 
tahun), sebaliknya dalam investasi aktiva tetap dana yang tertanam baru 
akan kembali secara keseluruhan dalam waktu beberapa tahun dan 
kembalinya secara berangsur-angsur melalui penyusutan (depresiasi).  
c. Pembiayaan Konsumtif Syariah Pembiayaan konsumtif yang diberikan 
untuk tujuan di luar usaha dan umumnya bersifat perorangan.  Menurut 
jenis akadnya dalam produk pembiayaan syariah, pembiayaan konsumtif 
dapat dibagi 
 menjadi lima bagian: 
  1) Pembiayaan konsumen akad Murabahah  
  2) Pembiayaan komsumen akad Ijarah Muntahia Bit Tamlik (IMBT) 3) 
Pembiayaan konsumen akad Ijarah  
  4) Pembiayaan komsumen akad Istish‘na  
  5) Pembiayaan konsumen akad Qard + Ijarah 
B. Take Over (Pengalihan Hutang) 
1. Pengertian take over 
Menurut Echols.J(dalam Purwanto.A, 2016) Take mempunyai arti mengambil 
sedangkan over diartikan dengan pengalihan. Jadi dapat diartikan pengertian take 
over dalam kamus Inggris-Indonesia yang berarti mengambil alih. Salah satu 
bentuk jasa keuangan bank syariah adalah membantu masyarakat untuk 
mengalihkan transaksi nonsyariah yang telah berjalan menjadi transaksi yang 
sesuai dengan syariah. Dalam hal ini atas permintaan nasabah, bank syariah 





memberikan jasa hiwalah atau dapat juga menggunakan qard, disesuaikan dengan 
ada atau tidaknya unsur bunga dalam hutang nasabah kepada bank konvensional. 
Setelah nasabah melunasi kewajibannya kepada bank konvensional, transaksi 
yang terjadi adalah transaksi antara nasabah dengan bank syariah (Adiwarman.K, 
2004). 
C. RUKUN HIWALAH 
         Menurut mazhab Hanafi, rukun hiwalah hanya ijab (pernyataan melakukan 
hiwalah) dari pihak pertama, dan qabul (penyataan menerima hiwalah) dari pihak 
kedua dan pihak ketiga. 
         Menurut mazhab Maliki, Syafi‘i dan Hambali rukun hiwalah ada enam 
yaitu: 
1. Pihak pertama, muhil (الوحيل): Yakni orang yang berhutang dan sekaligus 
berpiutang, 
2. Pihak kedua, muhal atau muhtal (الوحال او الوحتال): Yakni orang berpiutang 
kepada muhil. 
3. Pihak ketiga muhal ‗alaih (الوحال عليه): 
4. Yakni orang yang berhutang kepada muhil dan wajib membayar hutang 
kepada muhtal. 
5.  Ada hutang  pihak pertama pada pihak kedua, muhal bih (الوحال به): Yakni 
hutang muhil  kepada muhtal. 
6. Ada hutang pihak ketiga kepada pihak pertama .Utang muhal ‗alaih 
kepada muhil. 





D.     SYARAT-SYARAT HIWALAH 
1. Syarat muhil 
a. Muhil harus aqil dan baliq, hiwalah yang dilakukan oleh orang yang 
mengalami ngangguan jiwa dan anak yang belum berakal adalah tidak sah. 
Karena akal merupakan syarat dalam bertindak. 
b. Adanya kerelaan muhil, kalau muhil dipaksa maka hawalah tidak syah. 
2. Syarat muhal 
a. Muhal harus aqil (berakal sehat) karena Kabul merupakan salah satu rukun  
dalam akad hiwalah. Seorang yang tidak berakal tidak boleh melakukan 
akad, dari muhal juga di syaratkan sudah balig, bila ia belum balig maka di 
perlukan adanya izin dari walinya. 
b. Adanya kerelaan muhal, tidak sah hawalah bila muhal di paksa 
c. Qabul muhal, harus pada majelis hawalah, seandainya muhal tidak berada 
dalam majelis akad, lalu berita akd itu sampai kepadanya, ia boleh 
menolak, sehingga akad itu tidak sah. 
3. Syarat muhal bih 
a. Adanya hutang muhal alaih kepada muhil, kalau tidak ada hutang dalam 
hal ini, maka akad yang dilakukan itu adalah sebagai wakalah 
bukan  sebagai hawalah 
b. Hutang harus sesuatu yang lazim atau mengikat, setiap hutang yang tidak 
sah kafalah 





d. Adanya hutang muhal alaih kepada muhil sebelum akad tidak dianggap 
sebagai syarat sah hawalah bagi ulama mazhab hanafi. Hawalah dianggap 
sah, baik ada hutang muhal alaih kepada muhil atau pun tidak. 
Menurut Yusuf.M (dalam purwanto A, 2011) Akad Yang Digunakan 
Dalam Pembiayaan Take Over Berdasarkan Prinsip Syariah: 
a. Qard {Al - qard} 
Al-qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau 
diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan 
imbalan. Dalam literatur fiqh klasik, qard} dikategorikan dalam akad tathawwui 
atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersil. Adapun rukun dari akad 
qard yang harus dipenuhi dalam transaksi adalah sebagai berikut:  
1) Pelaku akad, yaitu muqtarid (peminjam) pihak yang membutuhkan dana 
dan muqrid (pemberi pinjaman) pihak yang memilik dana. 
2) Objek akad, yaitu qard (dana). 
3) Tujuan yaitu berupa pinjaman tanpa imbalan. 
4) Sighat, yaitu ijab qabul. 
b.  Murabahah  
Murabahah adalah istilah dalam fiqih Islam yang berarti suatu bentuk jual 
beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga 
barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, 
dan tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan. Adapun rukun dari akad 





1) Pelaku akad, yaitu bai‘ (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk 
dijual, musytari (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan 
membeli barang. 
2) Objek akad, yaitu mabi‘ (barang dagangan) dan tsaman (harga). 
3) Sighat, yaitu ijab qabul.  
a. Syirkah Al - Milk  
Syirkah Al-Milk atau syirkah kepemilikan, yaitu kepemilikan bersama dua 
pihak atau lebih dari suatu properti. Syirkah al – milk dapat juga diartikan 
sebagi kepemilikan bersama antara pihak yang berserikat dan 
keberadaannya muncul pada saat dua orang atau lebih secara kebetulan 
memperoleh kepemilikan bersama atas suatu kepemilikan bersama atas 
suatu kekayaan tanpa adanya perjanjian kemitraan yang resmi (Ismail dalam 
Purwanto.A, 2017). 
b. Ijarah   
Ijarah biasa disebut sewa, jasa, atau imbalan jasa. Ijarah adalah istilah dalam 
fikih Islam dan berarti memberikan sesuatu untuk disewakan. Dalam 
transaksi ijarah, akad sewa menyewa dilakukan antara mua‘jir (pemilik 
barang) dan musta‘jir (penyewa) atas objek sewa (ma‘jur) untuk 
mendapatkan imbalan atas barang yang disewakan.   
c. Ijarah Muntahiya Bit - Tamlik (IMBT)  
Ijarah muntahiya bit - tamlik (IMBT) disebut juga dengan ijarah waiqtina 





barang yang disewakan. Penyewa mendapat hak opsi untuk membeli objek 
sewa pada saat masa sewa berakhir (Ascarya dalam Purwanto.A, 2017). 
Pembiayaan take over adalah pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari 
take over terhadap transaksi non syariah yang telah berjalan yang dilakukan oleh 
Bank syariah atas permintaan nasabah. Dalam pembiayaan take over ini, bank 
syariah mengklasifikasikan hutang nasabah menjadi dua macam:  
a. Hutang pokok plus bunga Dalam memberikan take over hutang pokok plus 
bunga, bank syariah memberikan jasa qardh, karena jasa qard tidak terbatas 
untuk menalangi hutang termasuk yang berbasis bunga  
b. Hutang pokok Dalam memberikan take over huutang pokok saja, bank 
syariah memberikan jasa hiwalah, (pengalihan hutang). Terkait akad yang 
digunakan, disesuaika dengan apakah take over degan jasa hiwalah tadi 
berupa pembiayaan modal, investasi atau konsumsi. 
2. Dasar hukum take over 
a.   Landasan Syariah 
Akad hiwalah diperbolehkan berdasarkan sunnah dan ijma‘ ulama‘. 
Diriwayatkan dari Imam Bukhari dari Abu Hurairah Dalam hadits yang 
diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah saw bersabda: 
  إذاأتبع احدكن علي هلئ فليتبع   طل الغنُي ظلن, وم 
aynitra   : Dari Abu Hurairah ra. Sesungguhnya Rasulullah bersabda: 
―Menunda – nunda pembayaran oleh orang kaya adalah penganiayaan, 
dan apabila salah seorang diantara kamu di ikutkan (dipindahkan) kepada 





b.   al‘Qur‘an 
 
َ  إِىَّ  َوتََعاَونُوْا َعلَي ٱۡلبِرِّ َوٱلتَّۡقَوى    ِىِۚ َوٱتَّقُوْا ٱّللَّ ۡثِن َوٱۡلُعۡدَو  َوََل تََعاَونُوْا َعلَي ٱۡۡلِ
َ َشِديُد ٱۡلِعقَابِ                                                                  ٢ ٱّللَّ
 
Terjemahnya: 
―Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa,dan 
jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah 




3. Fatwa DSN-MUI tentang Pengalihan Hutang (Take over) 
Fatwa DSN-MUI tentang Pengalihan Hutang DSN-MUI telah menerbitkan 
Fatwa No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Hutang. Istilah lain untuk 
pengalihan hutang dalam bahasa fikih dikenal dengan istilah hiwalah. hiwalah. 
Substansi dari fatwa tersebut adalah sebagai berikut: 
Pertama: Ketentuan Umum  
1. Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:  
2. Pengalihan Utang adalah pemindahan utang nasabah dari keuangan 
konvensional ke bank/lembaga keuangan syariah.  
3. Al - Qard} adalah akad pinjaman dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS) 
kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan 
pokok pinjaman yang diterimanya kepada LKS pada waktu dan dengan 
cara pengembalian yang telah disepakati.  
4. Nasabah adalah (calon) nasabah LKS yang mempunyai kredit kepada 
Lembaga Keuangan Konvensional (LKK) untuk pengembalian aset, yang 
ingin mengalihkan hutangnya ke LKS.  
5. Aset adalah adalah aset nasabah yang dibelinya melalui kredit dari LKK 





Alternatif II  
1. LKS membeli sebagian aset nasabah, dengan seizin LKK; sehingga 
dengan demikian, terjadilah syirkah al-milk antara LKS dan nasabah 
terhadap aset tersebut.  
2. Bagian aset yang dibeli oleh LKS sebagaimana dimaksud angka 1 adalah 
bagian aset yang senilai dengan hutang (sisa cicilan) nasabah kepada 
LKK. 
3. LKS menjual secara murabahah bagian aset yang menjadi miliknya   
tersebut kepada nasabah, dengan pembayaran secara cicilan.  
4. Fatwa DSN nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah berlaku 
pula pada pelaksanaan pembiayaan Pengalihan Hutang sebagaimana 
dalam alternatif II ini.  
Alternatif III  
1. Dalam pengurusan untuk memperoleh kepemilikan penuh atas aset, 
nasabah dapat melakukan akad Ijarah dengan LKS, sesuai dengan fatwa 
DSN-MUI nomor 09/DSN-MUI/IV/2002.  
2. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi kewajiban nasabah    
dengan menggunakan prinsip AlQard sesuai fatwa DSNMUI nomor 
19/DSN-MUI/IV/2001.  
3. Akad Ijarah sebagaimana dimaksudkan angka 1 tidak boleh 
dipersyaratkan   dengan (harus terpisah dari) pemberian talangan 





4. Besar imbalan jasa Ijarah sebagaimana dimaksudkan angka 1 tidak boleh 
didasarkan pada jumlah talangan yang diberikan LKS kepada nasabah 
sebagaimana dimaksudkan angka 2.  
Alternatif IV  
1. LKS memberikan qard} kepada nasabah. Dengan qard} tersebut nasabah 
melunasi kredit (utang)-nya; dan dengan demikian, aset yang dibeli 
dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh.  
2. Nasabah menjual aset dimaksud angka 1 kepada LKS, dan dengan hasil 
penjualan itu nasabah melunasi qard} -nya kepada LKS.  
3. LKS menyewakan aset yang telah menjadi miliknya tersebut kepada 
nasabah, dengan akad al - Ija>rah al - Muntahiya bi t - Tamlik. 
4. Fatwa DSN Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang alqard dan fatwa 
DSN nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang al - Ijar a h a l Muntahiya bi 
al - Tamlik berlaku pula dalam pelaksaan Pembiayaan Hutang 
sebagaimana dimaksud dalam alternatif IV ini 
3. Mekanisme Take Over       
Terdapat dua mekanisme take over yang dapat dilakukan. Pertama, bank 
syariah akan memberikan talangan pinjaman (akad al-qardh) kepada nasabah 
untuk melunasi KPR nya di bank konvensional. Dengan uang talangan tersebut, 
nasabah dapat melunasi KPR nya di bank konvensional. Nasabah kemudian 





penjualan rumah digunakan untuk membayar talangan/ pinjaman ke bank syariah. 
Tahap berikutnya, bank syariah akan menjual rumah tersebut ke nasabah. 
Gambar 1.1 
3. jual rumah ke Nasabah                
 
   
1.BS Berikan qard  
2. Lunasi uang ke BK 
  4. BS jual rumah ke Nasabah 
Mekanisme kedua, nasabah mengajukan permohonan take over KPR 
konvensional ke bank syariah. Bank syariah akan membeli sebagian kepemilikan 
rumah tersebut kepada nasabah. Misal, KPR di bank konvensional senilai 650 juta 
rupiah. Nasabah sudah mengangsur senilai 300 juta rupiah, masih ada sisa 350 
juta rupiah. Bank syariah akan memberikan uang senilai 350 juta rupiah seabagai 
pembelian sebagian hak kepemilikan rumah tersebut kepada nasabah. Sisa utang 
nasabah di bank konvensional dapat ditutupi dari uang pembelian rumah oleh 
bank syariah. Rumah tersebut dengan demikian dimiliki secara bersama-sama 
oleh nasabah dan bank syariah. Tahap selanjutnya adalah bank syariah akan 
menjual bagian kepemilikan rumahnya secara bertahap kepada nasabah. Nasabah 






membeli bagian kepemilikan rumah bank syariah (Binhadi.A dalam Zahro.L, 
2018). 
4. Sebab terjadinya Take over   
Take over (pengalihan hutang) kredit pemilikan rumah (KPR) nasabah 
disuatu bank dapat terjadi karena hal-hal berikut:  
a. Karena suku bunga pada bank konvensional tidak menentu, menyebabkan 
angsuran yang dibayarkan nasabah juga tidak menentu.  
b. Mereka ingin menghindari praktik bunga (riba) di bank konvensional, 
yang mana setiap keterlambatan pembayaran angsuran akan menambah 
pembayarn bunga.  
c. Mereka kecewa dengan laporan pembayaran bank konvensional yang 
ternyata setiap membayar angsuran KPR pada awal tahun perjanjian KPR 
sebagian besar hanya untuk membayar bunganya saja dan untuk 
membeyar pokoknya sedikit sekali sehinga outstanding pokok KPR nya 
turunya tidak signifikasi (Alihozi, beralih KPR syariah). 
d. Apabila take over terjadi dari bank syariah ke bank syariah lain dapat di 
sebabkan oleh tingkat margin antar bank. Nasabah merasa kesulitan untuk 
membayar angsuran pada bank asalnya 
C. Pembiayaan Kepemilikan Rumah (KPR)  
1. Pengertian KPR 
KPR merupakan salah produk yang ditawarkan bank kepada masyarakat 





dalam perbankan syariah diberikan dengan dua macam prinsip yaitu prinsip Ijarah 
Muntahiya Bittamik (IMB) dan Ba‘i Bithaman Ajil (BBA) (Cahyono dan 
Darmianto, 2015). Hingga saat ini KPR disediakan oleh perbankan, walaupun 
sudah ada perusahaan pembiayaan yang menyalurkan pembiayaan dari lembaga 
sekunder untuk pembiayaan perumahan (housing financing). Pengembang 
biasanya sudah bekerja sama dengan bank untuk mempermudah proses pengajuan 
KPR. Oleh sebab itu, salah satu pertimbangan saat membeli 15 rumah adalah bank 
yang menyalurkan KPR. 
Kredit Pemilikan Rumah termasuk dalam satu jenis kredit konsumtif, 
dimana kredit konsumtif merupakan kredit yang digunakan untuk membiayai 
pembelian barang-barang atau jasa-jasa yang akan memberi kepuasan secara 
langsung terhadap kebutuhan manusia (konsumen), dengan demikan Kredit 
Pemilikan Rumah (KPR) bisa diartikan sebagai kredit yang diajukan oleh 
debitur/konsumen kepada pihak bank dimana kredit tersebut akan dipergunakan 
untuk membangun, merenovasi, membeli atau memperluas tanah dengan cara 
pembayaran angsuran setiap bulan sesuai dengan waktu tertentu yang telah 
disepakati kedua belah pihak dan dengan tujuan untuk konsumsi pribadi, keluarga 
atau rumah tangga (Nuzula, 2015) 
2.  Jenis KPR                                                          
  Seperti layaknya produk perbankan yang memiliki keanekaragaman jenis, 





a. KPR Subsidi adalah suatu kredit yang diperuntukkan kepada masyarakat 
yang memiliki kemampuan ekonomi menengah ke bawah. Adapun bentuk 
dari subsidi ini telah diatur oleh pemerintah, sehingga tidak semua 
masyarakat dapat mengajukan kredit jenis ini. Secara umum batasan yang 
ditetapkan oleh pemerintah dalam memberikan subsidi adalah penghasilan 
pemohon dan maksimum kredit yang diberikan.  
b. KPR non Subsidi adalah suatu KPR yang diperuntukkan bagi seluruh 
masyarakat tanpa adanya campur tangan pemerintah. Ketentuan KPR 
ditetapkan oleh bank itu sendiri sehingga penentuan besarnya suku 
bungapada bank konvensional maupun margin pada bank syariah dilakukan 
sesuai dengan kebijakan bank yang bersangkutan (Fatmasari, 2017). 
c. Kreditur KPR Kreditur adalah lembaga keuangan (misalnya; bank) yang 
mengucurkan dana kepada debitur untuk membeli objek KPR.  
d. Debitur KPR Debitur adalah seseorang atau sebuah badan hukum (misal; PT) 
yang akan membeli objek KPR . 
e. Objek KPR Objek KPR di sini merupakan lahan dan rumah yang hendak 
dibeli/ diakuisisi oleh pihak debitur. 
 Berdasarkan agunan maka, KPR dibedakan atas:  
1) KPR Pembelian: Adalah KPR yang menggunakan rumah yang akan 
dibeli sebagai agunannya. 
2) KPR Multiguna atau KPR Refinancing: Adalah KPR yang menggunakan 





Berdasarkan persyaratan penerima pinjaman dan tingkat suku bunga maka KPR 
dibedakan atas:  
1) KPR Bersubsidi: Adalah KPR disediakan oleh Bank sebagai bagian dari 
program pemerintah atau Jamsostek, dalam rangka memfasilitasi 
pemilikan atau pembelian rumah sederhana sehat (RS Sehat/ RSH) oleh 
masyarakat berpenghasilan rendah sesuai kelompok sasaran. Yang akan 
dikenakan subsidi adalah: suku bunga kredit atau uang muka.  
2) KPR Konvensional atau KPR Non-Subsidi: Adalah produk KPR yang 
disediakan oleh perbankan dengan persyaratan yang mengikuti ketentuan 
umum perbankan dan tingkat suku bunga regular yang ditetapkan oleh 
bank yang bersangkutan. Bisa saja suku bunga antar setiap bank, berbeda 
satu sama lainnya. 
3) KPR Syariah: KPR jenis ini tidak jauh berbeda dengan KPR non subsidi, 
tapi cara transaksinya menggunakan prinsip akad murabahah (jual-beli) 
atau musyarakah mutanaqishah (kerjasama sewa). Sejumlah bank baik 
milik pemerintah maupun bank swasta telah memiliki produk KPR 
Syariah.  
4) Inhouse KPR: Istilah ini dipergunakan oleh sebagian orang untuk 
membedakan antara KPR produk lembaga keuangan dan KPR internal 
yang disediakan pengembang. Jenis KPR ini sebetulnya adalah nama lain 
dari pembelian properti dengan cicilan bertahap sebagai fasilitas yang 





D. Bank Syariah 
1.  Pengertian bank syariah 
Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan 
prinsip syariah, termasuk unit usaha syariah dan kantor cabang bank asing yang 
melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya 
memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (UU RI No. 10 Tahun 1998 dalam 
Kasmir).Secara resmi, sebagaimana termuat dalam peraturan perundang-undangan 
Republik Indonesia. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari 
masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit dan 
atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat 
(Adiwarman.K, 2010). Dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank syariah wajib 
mengikuti prinsip-prinsip syariah. Prinsip yang dimaksud adalah prinsip hukum 
Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh 
lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah 
pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomer 21 Tentang perbankan syariah. 
Kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah, antara lain adalah kegiatan 
usaha yang tidak mengandung unsur : 
a. Riba, penambahan pendapatan secara tidak sah.  
b. Maisir, transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan yang tidak pasti    
dan bersifat untung-untungan.  
c. Gharar, transaksi yg obyeknya tidak diketahui keberadaannya, atau tidak 






d. Haram, transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah. 
e. Zalim, transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainya. 
2.  Fungsi Bank Syariah 
 Fungsi dan Peran Bank Syariah Bank syariah adalah bank yang 
menjalankan fungsi intermediasinya berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. 
Peran dan fungsi bank syariah, di antaranya sebagai berikut:  
b. Sebagai tempat menghimpun dana dari masyarakat atau dunia usaha dalam 
bentuk tabungan (mudharabah), dan giro (wadiah), serta menyalurkannya 
kepada sektor rill yang membutuhkan.  
c. Sebagai tempat investasi bagi dunia usaha (baik dana modal maupun dana 
rekening investasi) dengan menggunakan alat-alat investasi yang sesuai 
dengan syariah.  
d. Menawarkan berbagai jasa keuangan berdasarkan upah dalam sebuah kontrak 
perwakilan atau penyewaan. 
e. Memberikan jasa sosial seperti pinjaman kebajikan, zakat dan dana sosial 
lainnya yang sesuai dengan ajaran Islam.  
3. Tujuan Bank Syariah        
  Upaya percapaian keuntungan yang setinggi-tingginya (profit 
maximization) adalah tujuan yang biasa dicanangkan oleh bank komersial, 
terutama bank konvensional. Berbeda dengan tujuan bank konvensional, bank 
syariah berdiri untuk menggalakkan, memelihara dan mengembangkan jasa-jasa 





Bank syariah juga memiliki kewajiban untuk mendukung aktivitas investasi dan 
bisnis yang ada di lembaga keuangan sepanjang aktifitas tersebut tidak dilarang 
dalam Islam. Selain itu, bank syariah harus lebih menyentuh kepentingan 
masyarakat kecil (Arifin.I, 2017).  Setelah di dalam perjalanan sejarah bank-bank 
yang telah ada (bank konvesional) dirasakan mengalami kegagalan menjalankan 
fungsi utamanya menjembatani antara pemilik modal atau kelebihan dana dengan 
pihak yang membutuhkan dana, maka dibentuklah bankbank Islam dengan tujuan-
tujuan sebagai berikut : 
a. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah secara islami agar 
terhindar dari praktek riba 
b. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap Bank non–Islam 
(konvesional) yang menyebabkan umat Islam berada di bawah kekuasaan 
bank.   
c. Menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada perolehan 
keuntungan yang sah menurut islam. 
d. Menghindari bunga bank uang yang dilaksanakan bank konvesional 
e. Mendidik dan membimbing masyarakat untuk berpikir secara ekonomis, 
berperilaku bisnis dalam meningkatkan kualitas hidup mereka. 
f. Menghindari Al Iktinaz yaitu menahan uang (dana) dan membiarkannya 
menganggur dan tidak berputar. 
g. Untuk membantu menanggulangi (mengentaskan) masalah kemiskinan, yang 






h. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan 
pendapatan melalui kegiatan investasi.  
i. Menjaga kestabilan ekonomi/ moneter pemerintah. 
j. Berusaha membuktikan bahwa konsep perbankan Islam menurut syariah Islam 
dapat beroperasi, tumbuh dan berkembang melebihi bank-bank dengan sistem 
lain. 
        4.  Landasan hukum Bank Syariah 
a.  Landasan hukum Islam 
                       
                                 
                              
                 
Terjemahnya:  
Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan 
seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) 
penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan 
mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual-beli itu sama dengan 
riba, padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. 
(QS. Al-Baqarah: 275)                               
b. Landasan Hukum Positif 
 UU No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas undangundang No.7 Tahun 
1992 hadir untuk memberikan kesempatan meningkatkan peranan bank syariah 





dimaksudkan agar ada peningkatan peranan bank nasional sesuai fungsinya dalam 
menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dengan prioritas koperasi, 
pengusaha kecil, dan menengah serta seluruh lapisan masyarakat tanpa 
diskriminasi. Dalam UU No.10 Tahun 1998 ini pun memberi kesempatan bagi 
masyarakat untuk mendirikan bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha 
berdasarkan prinsip Syariah, termasuk pemberian kesempatan kepada Bank 
Umum Konvensional untuk membuka kantor cabangnya yang khusus 
menyelenggarakan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah.   
5.   Produk Perbankan Syariah 
   Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, produk pembiayaan syariah 
terbagi ke dalam empat kategori yaitu: 
        1.  Prinsip Jual Beli (Bay‘)  
Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan 
kepemilikan barang atau benda (transfer of property). Prinsip ini dapat dibagi 
sebagai berikut:   
a. Pembiayaan Murabahah  
Menurut Muhammad Ibn Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Rusyd (1988:216) 
bahwa pengertian murabahah yaitu: Bahwa pada dasarnya murabahah 
tersebut adalah jual beli dengan kesepakatan pemberian keuntungan bagi si 








b. Pembiayaan Salam  
Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum 
ada (Adiwarman.K, 2010). 
c. Pembiayaan Istisna  
Produk Istisna menyerupai produk salam, tapi dalam Istisna dapat dilakukan 
oleh bank dalam beberapa kali (termin) pembayaran. Skim Istisna dalam 
Bank Syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan 
kontruksi. 
  2.    Prinsip Sewa  
Transaksi Ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada 
dasarnya prinsip Ijarah sama saja dengan prinsip jual beli. Namun perbedaanya 
terletak pada objek traksaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah 
barang, maka pada Ijarah objek transaksinya adalah jasa. 
         3.  Prinsip Bagi Hasil (Shirkah)  
a. Pembiayaan Musharakah  
 Bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah Musharakah (shirkah atau 
sharikah atau serikat atau kongsi). Dalam artian semua modal disatukan 
untuk dijadikan modal proyek Musharakah dan dikelola bersama-sama 
(Ash-Shiddieqy, 1984). 
b.  Pembiayaan Mudharabah  
Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana   
pemilik modal (shahibul maal) mempercayakan sejumlah modal kepada 





         4.  Produk Jasa  
a. Sharf (Jual Beli Valuta Asing)  
Jual beli mata uang yang tidak sejenis ini, penyerahannya harus dilakukan 
pada waktu yang sama (spot). 
b. Ijarah (Sewa)  
Menurut bahasa ijarah adalah (menjual mafaat). Sedangkan menurut istilah 
syarak menurut pendapat ulama Hanafiyah:  Ijarah adalah akad atas suatu 
kemanfaatan dengan pengganti. 
6.  Kerangka Pikir  
  Dalam melakukan sebuah penelitian, diperlukan beberapa model 
pemikiran yang akan dikembangkan agar penelitian tersebut dapat tersusun secara 
sistematis dan mudah dipahami. Model penelitian yang di gunakan oleh peneliti 
sesuai dengan judul yang akan diangkat. 
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A. Jenis penelitian 
 penelitian kajian pustaka atau studi kepustakaan yaitu berisi teori teori yang 
relevan dengan masalah – masalah penelitian. Pada bagian ini dilakukan 
pengkajian mengenai konsep dan teori yang digunakan berdasarkan literatur yang 
tersedia, terutama dari artikel-artikel yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal 
ilmiah. Kajian pustaka berfungsi untuk membangun konsep atau teori yang 
menjadi dasar studi dalam penelitian (sujarweni, 14). Kajian pustaka atau studi 
pustaka merupakan kegiatan yang diwajibkan dalam penelitian, khususnya 
penelitian akademik yang tujuan utamanya adalah mengembangkan aspek teoritis 
maupun aspek manfaat praktis. Sebelum melakukan telaah bahan pustaka, peneliti 
harus mengetahui terlebih dahulu secara pasti tentang dari sumber mana informasi 
ilmiah itu akan diperoleh. Adapun beberapa sumber yang digunakan antara lain; 
buku, jurnal ilmiah, hasil-hasil penelitian dalam bentuk skripsi, dan internet, serta 
sumber-sumber lainnya yang relevan. 
B. Pendekatan Penelitian 
Pedekatan penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif. Metode 
analisis deskriptif memberikan gambaran dan keterangan yang secara jelas, 
objektif. Penelitian deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang tujuannya 
untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai Setting sosial atau dimaksudkan 
untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, 





dan unit yang diteliti antara fenomena yang diuji.
 
Pendekatan kualitatif yang 
didasarkan pada langkah awal yang ditempuh dengan mengumpulkan data-data 
yang dibutuhkan, kemudian dilakukan klasifikasi dan deskripsi. Tujuan dari  
penelitian deskriptif adalah menghasilkan gambaran akurat tentang sebuah 
kelompok, menggambarkan mekanisme sebuah proses atau hubungan, 
memberikan gambaran lengkap baik dalam bentuk verbal atau numerikal, 
menyajikan informasi dasar akan suatu hubungan, menciptakan 
seperangkat kategori dan mengklasifikasikan subjek penelitian, menjelaskan 
seperangkat tahapan atau proses, serta untuk menyimpan informasi bersifat 
kontradiktif mengenai subjek penelitian (Furchan, 1992). 
C. Jenis dan sumber Data Penelitian 
1. jenis penelitian  
Jenis penelitian ini adalah berbagai literatur yang membahas topik dan 
permasalahan yang sama atau mirip terkait dengan masalah penelitian yang 
diangkat dalam penelitian ini. Rujukan-rujukan tersebut diperoleh dari berbagai 
referensi yang kiranya dapat memenuhi kualitas standar ilmiah untuk dijadikan 
sebagai referensi rujukan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat 
studi pustaka (library research) yang menggunkan buku-buku dan literatur-
literatur lainnya sebagai objek yang utama (Hadi, 1995). Jenis penelitian yang 
digunakan adalah kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan informasi berupa 







2. data sekunder  
Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data 
kepada pengumpul data. Adapun data sekunder dari penelitian bersumber dari. 
Dalam penelitian ini, data sekunder yang diambil berasal dari dokumen-dokumen 
yang berkenaan dengan prosedur pelaksanaan. 
D. Metode Pengumpulan Data 
Dalam penelitian kepustakaan, metode yang digunakan untuk mengumpulkan 
data penelitian berupa data-data kepustakaan yang telah dipilih, dicari, disajikan 
dan dianalisis. Sumber data penelitian ini mencari data-data kepustakaan yang 
substansinya membutukan tindakan pengolahan secara filosofis dan teoritis. Studi 
pustaka di sini adalah studi pustaka tanpa disertai uji empirik (Muhadjir, 1998). 
Selain itu sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini juga berasal dari 
internet searching dengan cara mengumpulkan berbagai tambahan referensi yang 
bersumber dari internet guna untuk melengkapi tambahn informasi dan data 
sebagai pelengkap penelitian ini. 
E. Teknik analisis data 
Analisis adalah serangkaian upaya sederhana tentang bagaimana data 
penelitian pada gilirannya dikembangkan dan diolah ke dalam kerangka kerja 
sederhana (Zed, 2004). Data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis untuk 
mendapatkan informasi, namun terlebih dahulu data tersebut diseleksi atas dasar 
reliabilitasnya (Mantra, 2008).  Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisi 
data berupa analisis isi. Analisis isi merupakn analis ilmiah tentang isi pesan suatu 





Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan 
analisis deskriptif, dimana tujuan dari analisis ini adalah untuk menggambarkan 
secara sistematis, hubungan antara fenomena yang diselidiki. Analisa dilakukan 
setelah data data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terkumpul. proses analisa 
penelitian ini dilakukan mulai dari membaca, mempelajari, dan menelaah data. 
Setelah keseluruhan data terkumpul maka langkah selanjutnya penulis 
menganalisa data tersebut sehingga ditarik suatu kesimpulan. Untuk memperoleh 
hasil yang benar dan tepat dalam menganalisa data, penulis menggunakan teknik 
analisis isi. 
F. Uji Keabsahan Data 
Keabsahan Data merupakan standar kebenaran suatu data hasil 
penelitian Lebih menekankan pada data/ informasi daripada sikap dan jumlah 
orang. Keabsahan data setidaknya ditentukan menggunakan tiga kategori, 
pertama, kepercayaan, kredibilitas seseorang peneliti sangat dipertanyakan apakah 
data tepat dalam fokusnya. Analisis data dan interpretasi data, seluruhnya 
membutuhkan konsistensi satu sama lain. Kedua, keteralihan (transferbility) hasil 
penelitian yang dikemudian hari dijadikan rujukan kembali pada penelitian yang 
setema dan dipelajari lebih lanjut oleh peneliti lain. Jika seorang peneliti 
memahami dan mendapat gambaran yang jelas terhadap hasil penelitian 
sebelumnya, maka hasil penelitian tersebut sudah memenuhi standar 
transferbilitas. Ketiga, kebergantungan penelitian terhadap data yang didapatkan, 
dengan kata lain penelitian adalah hasil rekam jejak dari data yang telah ditelusuri 





terhadap kasus atau fenomena yang sudah terjadi dilapangan baik secara teoritis 


























HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A.   Gambaran Umum perbankan Syariah 
1.  Sejarah Perbankan Syariah Indonesia 
Perbankan syariah atau perbankan Islam (Arab: ية م سال يةاإل صرف م  ال
alMashrafiyah al-Islamiyah) adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya 
berdasarkan hukum Islam (syariah). Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya 
larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman 
dengan mengenakan bunga pinjaman (riba), serta larangan untuk berinvestasi 
pada usaha-usaha berkategori terlarang (haram). Sistem perbankan konvensional 
tidak dapat menjamin absennya hal-hal tersebut dalam investasinya, misalnya 
dalam usaha yang berkaitan dengan produksi makanan atau minuman haram, 
usaha media atau hiburan yang tidak Islami, dan lain-lain (Usman, 2012). 
Perbankan syariah pertama kali muncul di Mesir tanpa menggunakan embel-
embel Islam, karena adanya kekhawatiran rezim yang berkuasa saat itu akan 
melihatnya sebagai gerakan fundamentalis. Pemimpin perintis usaha ini Ahmad El 
Najjar, mengambil bentuk sebuah bank simpanan yang berbasis profit sharing 
(pembagian laba) di kota Mit Ghamr pada tahun 1963. Eksperimen ini 
berlangsung hingga tahun 1967, dan saat itu sudah berdiri 9 bank dengan konsep 
serupa di Mesir. Bank-bank ini, yang tidak memungut maupun menerima bunga, 
sebagian besar berinvestasi pada usaha-usaha perdagangan dan industri s ecara 
langsung dalam bentuk partnership dan membagi keuntungan yang didapat 





Di awal tahun 1980-an kembali digelar lagi diskusi yang begitu gencarnya 
yang bertemakan mengenai Bank Syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai 
dilakukan kembali. Dimana tokoh yang terlibat dalam pegelaran diskusi ini adalah 
Karnaen A. Perwataatmadja, M. Dawam Rahardjo, A. M. Saefuddin, dan M. 
Amien Azis. Sebagai uji coba gagasan perbankan Islam dipraktikkan dalam skala 
relatif terbatas, diantaranya di Bandung pada lembaga Bait At-Tamwil Slaman 
ITB dan di Jakarta pada Koperasi Ridho Gusti. Sehingga M. Darwam menulis 
dalam sebuah buku bahwa bank Islam sebagai konsep alternatif untuk 
menghindari larangan bunga (riba), serta menjawab tantangan bagi kebutuhan 
pembiayaan guna pemgembangan usaha ekonomi masyarakat yaitu dengan 
menerapkan sistem mudharabah, musyarakahdan murabahah. Pada tahun 1990, 
prakarsa lebih khusus untuk mendirikan bank Islam di Indonesia baru dilakukan 
secara mendalam. Majelis Ulama Indonesia (MUI) melaksanakan Lokakarya 
Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa barat pada tanggal 18-20 
Agustus 1990. Lokakarya ini menghasilkan terbentuknya kelompok kerja untuk 
mendirikan bank Islam di Indonesia berdasarkan Munas IV MUI. Dan kelompok 
kerja ini dikenal dengan Tim Perbankan MUI, bertugas melakukan pendekatan 
dan konsultasi dengan semua pihak terkait. Dan hasil kerja Tim Perbankan MUI 
berhasil mendirikan PT Bank Muamalat Indonesia (BMI). Tahun 1991, Bank 
Mualamat Indonesia kemudian lahir sebagai kerja tim perbankan MUI tersebut 
dan mulai beroperasi penuh setahun kemudian. Pada periode ini, Pemerintah 
mengeluarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang 





13 huruf (c) menyatakan bahwa salah satu usaha bank umum dan Bank 
Perkreditan Rakyat adalah menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan 
prinsip bagi hasil. Ketentuan ini menandai dimulainya era sistem perbankan ganda 
(dual banking sistem) di Indonesia, yaitu beroperasinya sistem perbankan umum 
dan sistem perbankan dengan prinsip bagi hasil. Dalam sistem perbankan ganda 
ini, kedua sistem perbankan secara sinergis dan bersama-sama memenuhi 
kebutuhan masyarakat akan produk dan jasa perbankan, serta mendukung 
2. Bank Muamalat Indonesia  
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk didirikan pada 24 Rabius Tsani 1412 H 
atau 1 Nopember 1991, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan 
Pemerintah Indonesia, dan memulai kegiatan operasinya pada 27 Syawwal 1412 
H atau 1 Mei 1992. Dengan dukungan nyata dari eksponen Ikatan Cendekiawan 
Muslim se-Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha Muslim, pendirian Bank 
Muamalat juga 87 menerima dukungan masyarakat, terbukti dari k%omitmen 
pembelian saham Perseroan senilai Rp 84 miliar pada saat penandatanganan akta 
pendirian Perseroan. Selanjutnya, pada acara silaturahmi peringatan pendirian 
tersebut di Istana Bogor, diperoleh tambahan komitmen dari masyarakat Jawa 
Barat yang turut menanam modal senilai Rp 106 miliar.9 Pada tanggal 27 Oktober 
1994, hanya dua tahun setelah didirikan, Bank Muamalat berhasil menyandang 
predikat sebagai Bank Devisa. Pengakuan ini semakin memperkokoh posisi 
Perseroan sebagai bank syariah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan 
beragam jasa maupun produk yang terus dikembangkan. Pada akhir tahun 90-an, 





perekonomian Asia Tenggara. Sektor perbankan nasional tergulung oleh kredit 
macet di segmen korporasi. Bank Muamalat pun terimbas dampak krisis. Di tahun 
1998, rasio pembiayaan macet (NPF) mencapai lebih dari 60%. Perseroan 
mencatat rugi sebesar Rp 105 miliar. Ekuitas mencapai titik terendah, yaitu Rp 39, 
3 miliar, kurang dari sepertiga modal setor awal. Dalam upaya memperkuat 
permodalannya, Bank Muamalat mencari pemodal yang potensial, dan ditanggapi 
secara positif oleh Islamic Development Bank (IDB) yang berkedudukan di 
Jeddah, Arab Saudi. Pada RUPS tanggal 21 Juni 1999 IDB secara resmi menjadi 
salah satu pemegang saham Bank Muamalat. Oleh karenanya, kurun waktu antara 
tahun 1999 dan 2002 merupakan masa-masa yang penuh tantangan sekaligus 
keberhasilan bagi Bank Muamalat. Dalam kurun waktu tersebut, Bank Muamalat 
berhasil membalikkan kondisi dari rugi menjadi laba berkat upaya dan dedikasi 
setiap Kru Muamalat, ditunjang oleh kepemimpinan yang kuat, strategi 
pengembangan usaha yang tepat, serta ketaatan terhadap pelaksanaan perbankan 
syariah secara murni.  
Diawali dari pengangkatan kepengurusan baru dimana seluruh anggota 
Direksi diangkat dari dalam tubuh Muamalat, Bank Muamalat kemudian 
menggelar rencana kerja lima tahun dengan penekanan pada; (a) tidak 
mengandalkan setoran modal tambahan dari para pemegang saham, (b) tidak 
melakukan PHK satu pun terhadap sumber daya insani yang ada, dan dalam hal 
pemangkasan biaya, tidak memotong hak Kru Muamalat sedikitpun, (c) 
pemulihan kepercayaan dan rasa percaya diri Kru Muamalat menjadi prioritas 





baru dengan menegakkan disiplin kerja Muamalat menjadi agenda utama di tahun 
kedua, dan (e) pembangunan tonggak-tonggak usaha dengan menciptakan serta 
menumbuhkan peluang usaha menjadi sasaran Bank Muamalat pada tahun ketiga 
dan seterusnya, yang akhirnya membawa Bank kita, dengan rahmat Allah Rabbul 
Izzati, ke era pertumbuhan baru memasuki tahun 2004 dan seterusnya. Saat ini 
Bank Mumalat memberikan layanan bagi lebih dari 4, 3 juta nasabah melalui 457 
gerai yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia. Jaringan BMI didukung pula oleh 
aliansi melalui lebih dari 4000 Kantor Pos Online/SOPP di seluruh Indonesia, 
1996 ATM, serta 95.000 merchant debet.  
BMI saat ini juga merupakan satu-satunya bank syariah yang telah 
membuka cabang luar negeri, yaitu di Kuala Lumpur, Malaysia. Untuk 
meningkatkan aksesibilitas nasabah di Malaysia, kerjasama dijalankan dengan 
jaringan Malaysia Electronic Payment System (MEPS) sehingga layanan BMI 
dapat diakses di lebih dari 2000 ATM di Malaysia. Selain itu Bank Muamalat 
memiliki produk shar-e gold dengan teknologi chip pertama di Indonesia yang 
dapat digunakan di 170 negara dan bebas biaya diseluruh merchant berlogo visa. 
Sebagai Bank Pertama Murni Syariah, bank muamalat berkomitmen untuk 
menghadirkan layanan perbankan yang tidak hanya comply terhadap syariah, 
namun juga kompetitif dan aksesibel bagi masyarakat hingga 89 pelosok 
nusantara                      







2. Bank Syariah Mandiri 
 Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah 
sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana 
diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis 
multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan 
beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan 
masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha.  
Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh 
bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya 
mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian 
bank-bank di Indonesia. Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti 
(BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank 
Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB 
berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya merger dengan 
beberapa bank lain serta mengundang investor asing. Pada saat bersamaan, 
pemerintah melakukan penggabungan (merger) empat bank (Bank Dagang 
Negara, Bank Bumi Daya, BankExim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru 
bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. 
Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT 
Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB. Sebagai tindak 
lanjut dari keputusan merger, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta 
membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini 





perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 
1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (dual 
banking system). Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa 
pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan 
konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. 
Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan 
sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank 
konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan 
nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: 
Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999.12 Perubahan kegiatan usaha BSB 
menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui 
SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui 
Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 
1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. 
Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri 
secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 
November 1999. 










B.  Hasil penelitian dan Pembahasan 
  Perbandingan Mekanisme Pelaksanaan take over Pada Bank Syariah 
Mandiri dan Bank Muamalat Indonesia. 
1. mekanisme pelaksanaan take over pada Bank Syariah Mandiri 
Take over adalah suatu proses yang dilakukan guna menmindahkan suatu 
pembayaran antar bank, dimana dalam prosesnya take Over akan memindahkan 
seluruh aktivitas pembayaran surat berharga, serta jumlah angsuran yang harus 
dilakukan nasabah. Dalam prosesnya take over pada bank ini memberikan 
kemudahan pada nasabah dalam proses pembayaran dikarenakan pemindahan 
pembayaran atau take over menungkinkan nasabah untuk memilah bank yang 
dimana keunggulan yang ditawarkan oleh pihak pembiyaan dalam hal ini adalah 
lembaga perbankan yang bersangkutan dianggap lebih memberi keuntungan pada 
nasabah. Sebagai awal dari sistem pembiayaan take over, calon nasabah 
pembiayaan take over sebelum mengajukan permohonan pembiayaan terlebih 
dahulu berkonsultasi dengan pihak PT Mandiri Syariah. Konsultasi ini 
dimaksudkan untuk mencari informasi mengenai pembiayaan take over, baik 
berupa bagaimana sistem, syarat, maupun margin keuntungan yang diambil oleh 
Mandiri Syariah. Bagi nasabah yang memiliki kredit kpr di bank konvensional 
dan ingin melakukan takeover kpr ke bank syariah mandiri dapat melakukan 
takeover atau pengalihan pembiayaan. takeover berarti pengambilan kewajiban 
nasabah pada bank lain kemudian diambil alih bank mandiri syariah untuk 





Qardh disini maksudnya adalah Bank Syariah mandiri memberikan dana 
qard kepada nasabah untuk membayar sisa pokok untuk digunakan melunasi 
hutangnya pada Bank yang bersangkutan, pada prses takeover ini yang dialikhan 
bukan objeknya saja (rumah) tetapi juga termaksud jual beli rumah tersebut. 
Dengan demikian nasabah melanjutkan pemilikan rumah tersebut pada Bank 
Syariah Mandiri menggunakan akad murabahah, degan begitu Bank Syariah 
Mandiri juga medapat keuntungan. Dalam fatwa DSN-MUI telah dijelaskan 
alternatif akad yang dapat digunakan dalam pembiayaan take over salahsatunya 
yaitu qard wal murabah, BSM menggunakan akad ini dalam pelaksanaan 
takeovernya karena menganggap akad ini sudah sesuai dengan syarat jual beli 
sesuai dengan yang dijelaskan dalan fatwa DSN MUI tetang peralihan hutang 
sehingga sangat membantu nasabah dalam melakukan takeover kprnya. Penerapan 
akad take over tersebut telah ditetapkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional 
Nomor: 31/DSNMUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Utang. 
Selanjutnya, bagian pemasaran Bank juga menjelaskan kepada calon 
nasabah beberapa syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan 
take over dimaksud, diantaranya:  
1. Pembiayaan hanya dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. 
2. Akad yang digunakan dalam pembiayaan tersebut dapat berbentuk akad 
murabahah, istishna‘, musyarakah, mudharabah, dana ijarah.  
3. Penetapan margin, nisbah bagi hasil dan/atau fee yang diminta oleh Bank 
mengacu kepada ketentuan-ketentuan masing-masing akad dan ditetapkan 





Setelah ada kesepakatan, maka calon nasabah mengajukan surat permohonan 
pembiayaan kepada BSM dengan menjelaskan kondisi pembiayaan yang akan di 
take over selanjutnya BSM menerbitkan surat penegasan Persetujuan Pembiayaan, 
yang menjelaskan beberapa hal, yaitu:  
a. Struktur pembiayaan, menyangkut jenis pembiayaan, tujuan pembiayaan, harga 
beli, margin, harga jual, angsuran pendahuluan, angsuran ditangguhkan, 
pembiayaan bank, jangka waktu, angsuran per bulan, cara pencairan, denda 
keterlambatan, serta biaya-biaya (administrasi dan lain-lain).  
b. Jaminan, menjelaskan jenis dan lokasi jaminan.  
c. Syarat-syarat penandatanganan akad pembiayaan.  
d. Syarat pencairan 
 e. Lain-lain. Syarat-syarat penandatanganan akad pembiayaan, yaitu:  
1) Nasabah dan pasangan telah mengembalikan asli Surat Penegasan 
Persetujuan Pembiayaan (SP3) yang telah ditandatangani di atas materai 
secukupnya.  
2)   Telah menyerahkan Surat Pernyataan dan Kuasa yang ditanda 
tangani di atas materai secukupnya dan diketahui isteri (jika lebih dari 
satu ketahui semua isteri) bahwa:  
a) Nasabah bersedia membayar biaya administrasi dan biaya \lainnya 
sehubungan dengan penandatanganan Akad pembiayaan Murabahah;  
b) Nasabah bersedia membayar angsuran setiap bulannya dengan tertib 





c) Bila nasabah tidak bekerja lagi, maka bank berhak untuk 
memperoleh prioritas pertama pembayaran atas segala hak yang 
diperoleh nasabah dari tempat kerjanya, kecuali jika nasabah dapat 
melanjutkan dan membayar angsuran pembiayaan dari sumber yang 
dapat diyakini oleh bank.  
3) Telah menyerahkan Surat Kuasa Pendebetan Rekening di PT Bank 
Syariah Mandiri untuk melakukan atas, namun tidak terbatas pada:  
    a) pembayaran biaya asuransi jiwa dan kerugian;  
b) pembayaran angsuran per bulannya;  
c) pembayaran biaya materai;  
d) pembayaran biaya notaris;  
e) pembayaran denda keterlambatan.  
 4) Telah menyerahkan surat pernyataan atas kesediaan nasabah antara lain 
untuk menandatangani kuasa menjual secara notaril apabila nasabah tidak 
dapat memenuhi kewajiban kepada Bank.  
 5) Telah menyerahkan Asli Slip Gaji 3 bulan terakhir untuk PNS dan   
rekening koran selama 6 bulan terakhir untuk non PNSTelah 
menyerahkan bukti lunas kartu kredit. 
 Setelah dilengkapi, kemudian dilakukan penandatangan antara Bank    
Syariah Mandiri degan nasabah untuk megambil alih dari bank Laian ke 
Bank Mandiri Syariah. Setelah itu dilakukan pencairan pembiayaan 





a) telah melakukan penandatanganan akan pembiayaan dan pengikatan 
agungan degan hak tanggungan dan telah didaftarkan ke Badan 
Pertahanan Nasional (BPN), serta dibuktikan dengan cover note dari 
notaris. 
b) Telah membuka rekening di PT Bank Syariah Mandiri dan menyetor 
biaya cadangan untuk pembayaran biaya yang terkait dengan 
perjanjian pembiayaan.  
c) Telah dilakukan penutupan asuransi jiwa dan kerugian atas nama 
nasabah dengan banker clause PT Bank Syariah Mandiri Telah 
mencadangkan satu kali angsuran di rekening Bank Syariah Mandiri 
dan diblokir sampai pembiayaan selesai.  
1 Telah menyerahkan Outstanding terakhir dari PT. Bank Syariah Mandiri.  
2 Pencairan bertahap: 
a) Tahap I: sebesar Rp. ……,.- untuk take over ke PT. Bank Bank Syariah 
Mandiri  
b) Tahap II: sebesar Rp. ……,- setelah kuitansi pembelian bahan material 
diserahkan ke PT. Bank Syariah Mandiri. 
Nasabah juga menandatangani Surat Sanggup yang menyatakan kesanggupan 
nasabah untuk membayar angsuran per bulan kepada BSM. Selanjutnya dilakukan 
pengikatan akad qardh, yaitu akad pembiayaan antara BSM dan nasabah untuk 
mengambil alih pembiayaan dari bank lain ke BSM. Setelah penandatanganan 
akad qardh, dilanjutkan dengan penandatanganan akad jenis pembiayaan 





pembiayaan antara BSM dan nasabah, dimana dalam akad tersebut telah 
dicantumkan kewajiban-kewajiban nasabah serta segala sesuatu yang 
berhubungan dengan pelaksanaan pembiayaan tersebut. 
Salah satu klausul dalam perjanjian pembiayaan tersebut adalah perihal 
tujuan penggunaan pembiayaan ditulis dengan jelas bahwa pemberian pembiayaan 
digunakan untuk proses peralihan kredit (take over) dari kreditur awal. Setelah 
penandatangan akad qardh, maka diantara kedua belah pihak telah terjadi 
kesepakatan bahwa pihak BSM menjadi kreditur baru atas debitur tersebut 
menggantikan posisi kreditur awal. Fungsi dari ditulisnya klausul tujuan 
perjanjian adalah untuk melindungi kepentingan pihak BSM dalam hal adanya 
kepastian hukum bahwa uang yang dipakai oleh debitur untuk pelunasan berasal 
dari kreditur sebelumnya.  
Setelah akad dan pengikatan jaminan ditandatangani maka debitur 
melakukan pelunasan kepada kreditur awal dan mengambil asli bukti jaminan 
yang berada di tangan kreditur awal tersebut. Setelah pelunasan dilakukan maka 
debitur wajib meminta sertipikat asli dan bukti slip pelunasan yang dicetak 
validasi tanda lunas oleh pihak kreditur awal. Tujuan dimintanya slip ini supaya 
kreditur awal sudah tidak memiliki hak untuk menerima pembayaran apapun 
terkait dengan kredit (angsuran, bunga dan denda) di masa mendatang karena ada 
bukti lunas. Proses pemberian slip tanda pelunasan harus dilakukan pada hari 
yang sama dengan penandatanganan perjanjian kredit. Hal ini dilakukan sebagai 
bukti kepada kantor pusat bahwa telah melakukan peralihan kredit sesuai dengan 





Pelaksanaan take over pemb\iayaan di Bank Syariah Mandiri dilakukan 
berdasarkan rukun yang terdapat dalam akad qardh, yaitu dua pihak yang berakad 
yakni nasabah dan Bank Syariah Mandiri, dengan objek qardh yaitu dan 
pembiayaan take over hutang nasabah dari lembaga keuangan sebelumnya. Syarat 
syah qardh adalah barang (uang) yang dipinjamkan harus yang memiliki manfaat, 
transaksi dengan akad ini sangat bermanfaat terutama bagi nasabah yang 
membutuhkan pembiayaan untuk menalangi hutang yang ingin terhindar dari 
transaksi yang berbasis bunga di lembaga keuangan awal. 
b.  Mekanisme Pelaksanaan Take over Pada Bank Muamalat Indonesia 
Pada Take over Pembiayaan Kpr di Bank Muamalat Indonesia, dimana 
sisa tanggungan KPR diambil alih oleh Bank Muamalat, syaratnya juga tidak 
begitu rumit hanya saja prosesnya yang cukup lama. Take over pembiayaan KPR 
Bank Muamalat menggunakan akad al-qardh dan musyarakah muthanaqisah. akad 
musyarakah mutanaqisah digunakan untuk pembiayaan perumahan dan properti. 
Dalam hal ini, pembiayaan dengan akad musyarakah mutanaqisah merupakan 
bentuk kerja sama kemitraan ketika bank dan nasabah bersama-sama membeli 
rumah atau properti. Aset tersebut kemudian disewakan kepada nasabah dengan 
biaya sewa bulanan. Bagian pendapatan sewa nasabah digunakan sebagai 
penambahan kepemilikan, sehingga pada waktu tertentu (saat jatuh tempo), rumah 
atau properti tersebut menjadi milik nasabah sepenuhnya. 
Dalam musyarakah mutanaqisah harus jelas besaran angsuran dan besaran 
sewa yang harus dibayar nasabah. Dan ketentuan batasan waktu pembayaran 





sewa dapat berubah sesuai kesepakatan. Dalam kurun waktu tertentu besar 
kecilnya sewa dapat dilakukan kesepakatan ulang. Alasan Bank Muamalat 
Indonesia menggunakan akad musyarakah mutanaqisah adalah karena bank 
muamalat menganggap belum ada barang yang akan diperjual-belikan oleh bank 
dan nasabah, sehingga dianggap sebagai kerjasama antara bank dan nasabah. 
Dengan menggunakan akad musyarakah mutanaqisah memungkinkan pemberian 
jangka waktu pembiayaan yang lebih lama daripada pembiayaan murabahah. 
Meskipun semua itu kembali kepada kebijakan bank syariah masing-masing.  
Berdasarkan prinsip musyarakah mutanaqisah pada Bank Muamalat, 
prosedur yang dijalankan adalah sebagai berikut:  
1. Permohonan take over dari nasabah dilengkapi dokumen  
2. Proses Taksasi; Proses ini dilakukan untuk menaksir ulang nilai jaminan yang 
diagunkan dalam hal ini objek rumah yang akan ditake over pembiayaan 
KPRnya. Tujuannya adalah mengetahui berapa nilai pasar jaminan saat ini dan 
mengevaluasi kelayakan jaminan dari sisi dokumen serta kondisinya.  
3. Penilaian Calon Nasabah; Sebelum menyetujui permohonan calon nasabah 
untuk men-take over, pihak Bank melakukan survey mengenai calon debitur 
dengan menggunakan analisa 5C yaitu analisa mengenai character (karakter), 
capacity (kapasitas), capital (modal), collateral (jaminan), dan condition of 
economics (kondisi ekonomi). Selain survey mengenai 5C ini, pihak bank juga 
melakukan survey bank checking pada bank awal dan BI checking terlebih 
dahulu untuk memastikan kebenaran hutang, jaminan, dan kelancaran 





4. Proses pengajuan pinjaman  
5. Akad-akad pembiayaan dilaksanakan di kantor Bank Muamalat dengan 
pendampingan notaris Adapun aturan-aturan terkait ketentuan pelaksanaannya 
adalah sebagai berikut:  
1. Proses pembiayaan (permohonan nasabah, mengisi formulir applikasi, 
kelengkapan dokumen); 
2. Asli bukti pemilikan agunan pembiayaan (sertipikat) dilakukan verifikasi 
keabsahannya oleh notaris/PPAT yang merupakan rekanan Bank dan yang 
disetujui oleh pihak bank asal, ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat. 
3. Penandatanganan Perjanjian Pembiayaan (PK) Al musyarakah Mutanaqisah 
untuk hanya dilaksanakan setelah:  
a. Bank menerima cover note dari pihak Bank asal secara efektif menerima 
dana take over sebesar baki debet/kewajiban calon nasabah, maksimum 
dalam lima (5) hari kerja akan melepaskan haknya atas sertifikat agunan 
dengan menyerahkan kepada Bank berupa : rincian total kewajiban 
nasabah yang akan di take over, asli bukti kepemilikan agunan (sertipikat) 
atas nama yang bersangkutan, asli Sertipikat Hak Tanggungan, surat roya 
ke BPN, dan bukti pelunasan pembiayaan atas nama calon nasabah; atau  
b. Bank menerima copy bukti pemilikan agunan (sertipikat) yang telah 
diteliti keabsahannya, dan print out baki debet (outstanding) fasilitas KPR 





c. Bank menerima Surat Pernyataan dari nasabah yang menyatakan; 
Nasabah bersedia untuk menandatangani akta pengikatan atas tanah 
agunan pembiayaan dengan Hak Tanggungan.  
4.  Pembayaran dana take over pembiayaan dilakukan oleh Bank secara tunai over 
booking ke rekening pinjaman atas nama nasabah yang bersangkutan di Bank 
asal sebesar kewajibannya.  
5. Penandatanganan Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah dapat 
dilaksanakan setelah Bank menerima:  
a. Asli bukti kepemilikan agunan (sertifikat) a.n nasabah ybs., asli sertifikat 
hak tanggungan dan surat roya ke BPN diterima oleh bank, maka segera 
menyerahkan kepada notaris PPAT rekanan bank untuk dilakukan 
penandatanganan akte kuasa membebankan hak tanggungan (akte 
SKMHT) oleh nasabah dan bank. Dan melakukan pengikatan dengan 
skema murabahah.  
b. Selanjutnya notaris PPAT rekanan bank tersebut akan melaksanakan 
pengurusan peroyaan, pengikatan hak tanggungan dan mendaftarkan 
sesuai ketentuan perundang undangan untuk kepentingan bank.  
c. Untuk mengamankan posisi bank, maka peroyaan dan pengikatan 








 2. perbandingan mekanisme pelaksanaan takeover pada Bank Mandiri 
Syariah dan Bank Muamalat Indonesia 
 Perbedaan Persamaan 
Bank mandiri Syariah  -Akad yang 
digunakan adalah 
akad qard wal 
murabahah 












Bank Muamalat Indonesia  -Akad yang 
digunakan adalah 
akad  musyarakah 
mutanaqasiah 
 -biaya angsuran 
lebih kecil 
 







berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa: 
a. perbedaan akad 
Pada  kedua Bank tersebut terlihat adanya perbedaan akad yang digunakan 





ketentuan dari tiap bank untuk memilih meggunakan akad yang dirasa sudah 
sesuai dengan prinsip Syariah serta maslahah yang diharapkan antara nasabah dan 
bank. Pada Bank muamalat menggunakan akad musyarakah munaqasiah yang 
dimana pada implementasi memilih menggunakan akad tersebut karena 
meganggap belum ada yang diperjual belikan antara nasabah dan bank.  
pembiayaan kpr pada akad ini adalah 20% dari harga rumah menjadi 
tanggung jawab uang muka bagi nasabah dan sisanya 80% menjadi tanggung 
jawab bank. obyek / barang yang menjadi jaminan pada paada pelaksanaan 
sehingga takeover yang dilakukan, antara bank dan nasabah merupakan bentuk 
kerjasama dengan cara nasabah meyewa rumah tersebut dengan membayar biaya 
sewa perbulannya kepada bank sesuai kesepakatan diawal antara bank dan 
nasabah dengan jangka waktu yang telah ditentukan. kemudian setelah masa sewa 
yang dibayarkan nasabah tersebut berakhir, rumah tersebut sepenuhnya telah 
menjadi milik nasabah dikarenakan biaya sewa/angsuraan yang di bayarkan 
nasabah tiap bulannya telah selesai sehingga bank tidak mempunyaai hak lagi atas 
kepemilikan rumah tersebut. Sedangkan pada Bank Syariah mandiri, akad yang 
digunakan pada pelaksanaan takeover sebelumnya ditetukan terlebih dahulu akad 
yang ingin digunakan untuk melunasi kredit di bank sebelumnya.  
Setelah ditentukan akad untuk melunasi kredit atau pembiayaan di bank 
sebelumnya, maka langkah selanjutnya Bank Syariah Mandiri kemudian membuat 
perjanjian akad baru dengan nasabah dan setelah itu dilanjutkannya proses jual 
beli antara bank syariah mandiri degan nasabah menggunakan akad murabahah 





menganggap bahwa antara bank dan nasabah, jual beli yang dilakukan sudah 
sesuai dengan prinsip syariah yang telah dijelaskan dam Fatwa DSN MUI tentang 
pengalihan hutang. Sehingga pada prosesnya nasabah membayar angsuran tiap 
bulannya kepada Bank mandiri Syariah sesuai dengan jumlah margin dan 
kesepakatan yang di telah ditentukan diawal . 
b. Perbedaan biaya angsuran 
     adapun simulasi angsuran kpr pada Bank Mandiri Syariah dan Bank 
Muamalat sebagai berikut :  
















3,384,096  5,025,953  354,815,54 
Sumber: Bank Mandiri 
harga jual yang ditawarkan oleh bank Bank Mandiri Syariah dengan Akad 
Murabahah, total angsuran harga jual tersebut tidak terlepas dari komponen 
komponen penentuan margin yang telah penulis uraikan di atas. 
Simulasi perhitungan terhadap Akad musyarakah mutanaqishah pada Bank 
Muamalat Jangka waktu 10 tahun Sebagaimana telah ditetapkan oleh bank 
Muamalat Indonesia. Simulasi perhitungan untuk pembiayaan perumahan dengan 








Harga rumah  
Uang muka  
Pembiayaan  
: Rp. 200.000.000 
: Rp. 40.000.000 
: Rp. 160.000.000 
 
Ujrah  
10 Tahun  
= 10% / tahun 
= 100% = 100% × 160.000.000 = 
160.000.000 
Ujrah 1 tahun = 160.000.000: 10 = 
16.000.000  
Ujrah 1 bulan  = 16.000.000: 12 = Rp 1.333.500 
Angsuran total setiap bulan = Rp 1.333.500 + Rp 1.333.500 = Rp 
2.667.000 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa total keseluruhan pembiayaan Kpr dengan 
akad musyarakah mutanaqisah berkisar dapat disimpulkan, total keselurusan 
pembiayan KPR dengan akad musyarakah mutanaqishah adalah berkisar: 
Rp: 320.040.000. 
Angsuran pokok setiap bulan = 160.000.000:120 bulan = Rp 
1.333.500 
Angsuran total setiap bulan = Rp 1.333.500+Rp. 1.333.500 = Rp 
2.667.000 
Sehingga dapat disimpulkan, jumlah keseluruhan pembiayaan Kpr dengan akad 
mjusyaraqah mutanaqisah adalah berkisar Rp: 320.040.000. 
Dari kedua simulasi harga angsuran rumah diatas dengan menggunakan akad 
murabahah dan musyaraqah mutanaqisah, dapat dilihat total harga yang jauh 
berbeda antara dua akad tersebut kedua simulasi harga rumah di atas dengan 
bahwa dengan menggunakan akad murabahah cenderung lebih mahal hal ini 
disebabkan karena pada akad murabahah mempertimbangkan harga pasaran 





adanya review ujrah maka harga sewa bisa mengikuti harga pasaran pada saat itu 
juga dan perlu diketahui, bahwa biaya ujrah akan dapat berubah setiap dua tahun 
sekali sesuai dengan ujrah dengan ketentuan pihak Bank Muamalat. Namun juga 
dari kedua akad tersebut, nasabah wajib membayar biaya asuransi yang telah 
disepakati oleh bank dan nasabah, nasabah juga wajib membayar biaya 
pengurusan pada notaris. 
Biaya angsuran Bank muamalat Dalam akad Musyarakah mutanaqasiah 
pada tabel sebelumnya dapat disimpulkan bahwa dari segi angsuran tedapat 
perbedaan Berdasarkan perbandingan kedua tabel sebelumnya, dapat dilihat 
bahwa besarnya angsuran hunian syariah dengan akad Murabahah lebih besar 
dibandingkan angsuran hunian syariah dengan akad Musyarakah mutanaqasiah. 
Hal ini dikarenakan harga rumah dari tahun ke tahun akan mengalami kenaikan. 
Sehingga Bank Mandiri Syariah telah memperkirakan harga jual rumah beberapa 
tahun ke depan.  
Dari kedua simulasi harga rumah di atas dengan menggunakan 
akad murabahah dan musyarakah mutanaqisah, dapat dilihat total harga yang jauh 
berbeda antara dua akad tersebut bahwa dengan menggunakan akad murabahah 
cenderung lebih mahal disebabkan karena pada akad murabahah 
mempertimbangkan harga pasaran rumah di masa mendatang, berbeda dengan akd 
musyarakah mutanaqishah bahwa adanya review ujrah maka harga sewa bisa 
menguikuti harga pasaran pada saat itu juga dan perlu diketahui, 
bahwa biaya ujrah akan dapat berubah setiap dua tahun sekali sesuai dengan 





membayar biaya asuransi yang telah disepakati oleh nasabah dan pihak bank, 
nasabah juga diwajibkan membayar biaya pengurusan notaris. 
Selain itu, pada akad Murabahah harga rumah dinilai secara general, 
maksudnya harga rumah dinilai dari awal pembuatan. Mulai dari harga bahan 
bangunan, tukang, dan lain-lain. Penerapan angsuran secara fixed atau tetap juga 
menjadi salah satu faktor yang menyebabkan akad Murabahah lebih mahal 
dibandingkan akad Musyarakah. Bank telah membuat ekspektasi harga untuk 
besarnya angsuran. Faktor inilah yang mengakibatkan besarnya angsuran dengan 
akad Murabahah lebih besar dibandingkan Musyarakah mutanaqasiah. Berbeda 
dengan akad Musyarakah mutanaqasiah yang angsurannya lebih murah. Hal ini 
dikarenakan harga rumah yang digunakan adalah harga pada tahun nasabah 
mengambil cicilan. Dan nasabah hanya membayar sewanya setiap tahun sesuai 
dengan yang telah ditetapkan. Akad Murabahah lebih banyak diminati oleh 
nasabah yang ingin melakukan takeover pembiayaan hunian rumah dengan jangka 
waktu yang pendek yaitu kurang dari lima tahun. Sedangkan akad Musyarakah 
mutanaqasiah lebih banyak diminati oleh nasabah yang ingin mengambil 
pembiayaan dengan jangka waktu panjang yaitu lebih dari lima tahun. Untuk lebih  
jelasnya pada analisis perbandingan kedua akad ini penulis menyajikan tabel 
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tiga akad yaitu 
(musyarakah) 
menurun, jual beli, 
(ba‘i) dan sewa 
(ijarah) 
    









review 2 tahun 
sekali 
pada harga sewa 
4  Nilai Rumah  
Harga beli 
ditambah margi 









Sisa angsuran dari 
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di review 2 tahun 
sekali sehingga 
memberikan bagi 























Dari penjelasan diatas, penulis berpendapat antara Akad Murabahah dan 
Musyarakah mutanaqisa, maka akad Musyarakah mutanaqisah sebagai alternatif 
terbaik dapat di terapkan pada perbankan syariah dalam pelaksanaan  
pembiayaan takeover kepada nasabah pada produk KPR, penulis 
beralasan demikian dikarenakan pada tingkat margin dan prinsip 
kemitraan yang dibangun pada akad Musyarakah mutanaqishah 
lebih memberi kesan yang islami dan saling kerajsama dengan 
menghadirkan prinsip keadilan dan kesejahteraan. Dan dari segi resiko dapat 
dilihat bahwa dengan menggunakan akad murabahah resikonya lebuh besar 
dibandingkan dengan akad musyarakah mutanaqisah yang tidak beresiko. 
Walaupun dari kedua akad tersebut sudah sejalan dengan prisnsip syari‗ah. 
namun dalam hal ini nasabah harus benar diberikan pemahaman yang luas 
terhadap kedua akad tersebut dalam pengajuan pembiayaan takeover Kpr supaya 
pada akhirnya tidak ada yang merasa dirugikan atau di shalimi. Musyarakah 
Mutanaqisah dikatakan lebih cocok untuk pembiayaan takeover KPR Syariah 
dilihat dari keuntungan karena dengan akad Musyarakah Mutanaqisah jika 
nasabah ingin melunasi lebih awal nasabah hanya membayar sisa porsi 
kepemilikan bank dengan harga sewa pada waktu pelunasan, beda hal dengan 
murabahah, jika nasabah ingin melunasi lebih awal nasabah mesti melunasi sisa 
pembayaran dengan ditambah margin sesuai ketentuan atau kesepakatan diawal. 
Meskipun pada kenyataannya banyak nasabah lebih memilih menggunakan akad 
murabah karena dengan menggunakan akad murabahah lebih mudah untuk 





memikirkan kemudahan mendapatkan rumah serta kejelasan angsuran diawal 
kontrak karena angsuran tetap membuat nasabah lebih berminat 
menggunakan akad murabahah bagi bank dan keuntungannya lebih besar 
walaupun resikonya juga sebanding besar. 
C.  Persamaan mekanisme pelaksanaan 
Pada kedua Bank ini memiliki persamaan pada prosesnya yaitu, sebagai 
awal dari sistem pembiayaan take over, calon nasabah pembiayaan take over 
sebelum mengajukan permohonan pembiayaan terlebih dahulu berkonsultasi 
dengan pihak Bank, konsultasi ini dimaksudkan untuk mencari informasi 
mengenai pembiayaan take ov.er baik berupa bagaimana sistem, syarat, maupun 
margin keuntungan maupun Nisbah bagi hasil seprti apa yang diambil. 
Pelaksanaan takeover pada bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri. kesamaan 
didalam pelaksanaannya seperti dilakukannya perjanjian akad, peetapan biaya 
angsuran. Kemudian penandatanangan perjanjian akad, lokasi jaminan dan 
sebagainya. Dan melakukan penandatanganan akad pembiayaan dan pengikatan 
agungan degan hak tanggungan dan telah didaftarkan ke Badan Pertahanan 
Nasional (BPN), serta dibuktikan dengan cover note dari notaris dan sebagainya. 
Tetapi ada perbedaan mengenai ketentuan pembayaran awal dengan 
menggunakan dengan menggunakan akad murabahah minimal sebesar 30% dari 









Dari penelitian yang telah dilakukan maka penulis dapat menarik 
kesimpulan sebagai barikut:  
1. Akad pembiayaan KPR take over di Bank Muamalat Indonesia 
menggunakan akad qardh dan musyarakah mutanaqisah. Musyarakah 
mutanaqisah adalah akad bagi hasil yang merupakan penyertaan modal 
secara terbatas dari satu mitra usaha kepada mitra usaha lain untuk yang 
waktu tertentu. Dalam hal ini, pembiayaan dengan akad musyarakah 
mutanaqisah merupakan bentuk kerjasama kemitraan ketika bank dan 
nasabah bersama-sama membeli rumah atau properti. Aset tersebut 
kemudian disewakan kepada nasabah digunakan sebagai penambah 
kepemilikan, sehingga pada waktu tertentu (saat jatuh tempo, rumah atau 
properti tersebut menjadi milik nasabah sepenuhnya. Alasan Bank 
Muamalat Indonesia menggunakan akad qardh dan musyarakah 
mutanaqisah karena belum ada barang yang akan diperjual-belikan oleh 
bank dan nasabah, sehingga dianggap sebagai kerjasama antara bank dan 
nasabah. Dengan menggunakan akad musyarakah mutanaqisah 
memungkinkan pemberian jangka waktu pembiayaan yang lebih lama 
daripada pembiayaan murabahah. Meskipun semua itu kembali kebijakan 





2. pada Bank Syariah mandiri, akad yang digunakan pada pelaksanaan takeover  
sebelumnya ditetukan terlebih dahulu adalah  akad qardh yang  digunakan 
untuk melunasi kredit di bank sebelumnya. Setelah ditentukan akad untuk 
melunasi kredit atau pembiayaan di bank sebelumnya, maka langkah 
selanjutnya Bank Syariah Mandiri kemudian membuat perjanjian akad baru 
dengan nasabah dan setelah itu dilanjutkannya proses jual beli antara bank 
syariah mandiri degan nasabah menggunakan akad murabahah (jual beli). 
Bank Mandiri Syariah lebih menggunakan akad murabahaah Karena 
menganggap bahwa antara bank dan nasabah, jual beli yang dilakukan sudah 
sesuai dengan prinsip syariah yang telah dijelaskan dam Fatwa DSN MUI 
tentang pengalihan hutang. Sehingga pada prosesnya nasabah membayar 
angsuran tiap bulannya kepada Bank mandiri Syariah sesuai dengan jumlah 
margin dan kesepakatan yang di telah ditentukan diawal. 
B. Saran 
  Adapun saran yang kiranya penulis sampaikan adalah sebagai berikut :  
1. Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama kali di Indonesia 
harus mejadi lebih baik lagi dalam mengelolah produk pendanaan, produk 
pembiayaan, dan produk jasa lainnya. Tidak hanya produk, Bank Muamalat 
Indonesia harus memperhatikan akad-akad yang diberikan kepada nasabah. 
2. untuk Bank Syariah Mandiri agar selalu mejalani kegiatan transaksi 
perbankan sesuai degan fatwa DSN MUI dan selalu Istiqomah dalam 





2. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, 
maka peneliti berharap agar adanya penelitian lanjutan dari penelitian ini 
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